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Abstract: Candidates Work Program Regional Head and Typology Voters in Local Elections.
This study aims to determine the work program of regional head candidates, voters typologies
and relations work programs regional head candidates with voters typology. Research using
qualitative descriptive type of research can be referred to taxonomic research. Data were collected
using depth interviews and questionnaires to 350 respondents from 14 counties and cities in
West Kalimantan. The results showed that the election of regional head candidates is relation
between the program of work delivered regional head candidates and the parties supporting
candidates with voters typology. From four of typologies voters there for the rational typology
and critical rational voters choose candidates for the first pair (the winner) for the winning pair
work program is more oriented to the characteristics of rational and critical voter typology.
Typology critical and rational voters support employment programs that promote regional head
candidate logical solution to economic problems, education, welfare, culture and social equity
income and less tied to traditional values approach, primordial ethnic origin and religion.
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Abstrak: Program Kerja Calon Kepala Daerah dan Tipologi Pemilih dalam Pilkada. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui program kerja calon kepala daerah, tipologi pemilih dan hubungan
program kerja calon kepala daerah dengan tipologi pemilih. Penelitian menggunakan jenis penelitian
diskriptifkualitatif yang bisa disebut juga penelitian taksonomik. Data dikummpulkan mengunakan
depth interview dan penyebaran angket pada 350 responden dari 14 kabupaten dan kota di
Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa terpilihnya calon kepala daerah ada kaitannya
antara program kerja yang disampaikan calon kepala daerah dan partai pendukung calon dengan
tipologi pemilih. Dari 4 tipologi pemilih, maka tipologi pemilih rasional dan kritis memilih calon
pasangan pertama (sebagai pemenang) karena program kerja pasangan pemenang lebih berorientasi
pada ciri-ciri tipologi pemilih rasional dan kritis. Tipologi pemilih rasional dan kritis mendukung
program kerja calon kepala daerah yang mengedepankan solusi logis permasalahan ekonomi,
pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya dan pemerataan pendapatan dan tidak terlalu terikat
pada pendekatan nilai-nilai tradisional, primordialisme asal usul suku dan agama.

Kata kunci: program kerja, tipologi pemilih, strategi kebijakan, pilkada.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik tertuang dalam
visi dan misi program kerja calon kepala daerah
di kawasan Kalimantan Barat. Program kerja
setiap calon dapat mempengaruhi perilaku pe-
milih dalam menentukan pilihan dalam pemilihan
kepala daerah (pilkada). Kajian yang menarik
untuk program kerja calon kepala daerah dikait-
kan dengan tipologi pemilih adalah Pemilihan
Kepala Daerah secara langsung atau sering di-
singkat sebagai Pilkada langsung. Dalam kajian
Pilkada langsung, beberapa kajian terdahulu
kebanyakan dibagi ke dalam dua kategori besar,
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yakni: (a) kajian Pilkada yang dibahas secara
makro dan (b) Pilkada yang dikaji secara mikro
(Firmanzah, 2010). Kajian dalam kategori per-
tama menaruh perhatian pada bahasan mengenai
Pilkada secara umum (mekanisme dan proses
Pilkada, monitoring dan evaluasi Pilkada, dan
banyak lagi). Sementara itu, kategori kedua,
menaruh perhatian pada topik yang spesifik dan
tertentu yang berlandaskan pada studi-studi kasus
di lapangan. Sedangkan posisi kajian ini ber-
usaha berada pada titik tengah kedua kajian
tersebut di atas. Di mana, di satu sisi akan meng-
kaji bagaimana pelaksanaan Pilkada dalam
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perspektif makro; dan sisi lain kajian kasus-kasus
dengan peran kelengkapannya untuk mem-
bumikan narasi-narasi mikro.

Dalam kajian dari dua kategori Pilkada,
seperti tersebut di atas, maka peneliti sebelum-
nyamenyadari betul bahwa mereka tidak mung-
kin menulis dengan exhautive tentang Pilkada
melalui pendekatan-pendekatan baku yang
seringkali di gunakan dalam teori-teori politik
konvensional. Ada beberapa pendekatan yang
digunakan untuk membahas konstestasi politik
di level nasional maupun lokal dalam literatur-
literatur kebijakan publik mempengaruhi ranah
politik di daerah, di antaranya pertama, pen-
dekatan struktural fungsional. Dalam pende-
katan ini, peneliti menggunakan pisau analisis
ini, yaitu bagaimana program kerja calon kepala
daerah? Bagaimana tipologi pemilih tersebut,
sehingga peneliti gunakan sebagai bagian dari-
pada pendekatan untuk menjelaskan politik lokal
Pilkada dalam menunjang kebijakan publik di
daerah. Kedua, pendekatan struktural, yaitu
menjelaskan apakah ada hubungan antara prog-
ram kerja calon kepala daerah dengan tipoligi
pemilih dalam pilkada.

Terkait isu pilkada di Kalimantan Barat
yang dihelat tanggal 20 September 2012 yang
lalu, maka hal yang menarik untuk diteliti adalah
keberhasilan dan kegagalan calon kepala daerah
dipengaruhi identitas tipologi pemilih tawaran
terhadap program kerja sebagai implementasi
kebijakan publik. Dalam pencalonan tidak ter-
dapat dari calon independen, ada yang men-
daftar tetapi tidak memenuhi kuota pemilih yang
disiapkan oleh calon indefenden tersebut. Ada-
pun pasangan yang mengadu nasib terdapat 4
pasang calon yang masing-masing diusung oleh
partai politik tunggal maupun koalisi partai
politik. Empat pasangan tersebut adalah yang
inkambent yaitu Cornelis via Cristiandy Sanjaya,
Tambul Husein berpasangan dengan Barnabas,
Armin Ali Anyang berpasangan Fathan A .Rasyid
dan Morkes berpasangan dengan Burhanudin
A Rasyid. Beranjak dari fenomena tersebut maka
yang menjadi permasalahan penelitian adalah
apakah keberhasilan atau kegagalan calon ke-
pala daerah dalam pilkada ada hubungannya
dengan tipologi pemilih.

Keputusan pemilih yang juga menjadi ka-
jian menarik, apabila ditelusuri dari identitas
pemilih, yaitu sosial budaya, nilai tradisional, level
pendidikan yang akhimya mengacu kepada pada
tipologi pemilih menjadi pemilih rasional,pemilih
kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis.
Tipologi inilah yang mempengaruhi program kerja
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
dalam politik lokal di Kalimantan Barat. Program
kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana
kegiatan dari suatu organisasi yang terarah,
terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk
rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu
organisasi (IAPW, 2011). Program kerja ini
akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam
menjalankan rutinitas roda organisasi. Program
kerja juga digunakan sebagai sarana untuk
mewujudkan cita-cita organisasi. Jika dikaitkan
dengan kebijakan publik, program kerja adalah
arahan akan suatu kebijakan dapat didefinisikan
sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian
implementasi dalam mewujudkan sasaran dan
tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran
ketika pasangan calon menjual program kepada
konstituen dalam mencapai sasaran baik berupa
keluaran kebijakan (policy outpuf) maupun hasil
kebijakan (policy outcome).

Untuk dapat menentukan ketertarikan pe-
milih kepada calon gubernur dan wakil gubernur
dalam pilkada diukur dari kualitas program kerja
yang ditawarkannya karena program kerja itu
akan menjadi kebijakan pemerintah daerah
setelah calon gubernur dan wakil gubernur ter-
pilih menjadi gubernur dan wakil gubernur de-
fenitif. Penilaian terhadap program kerja me-
rupakan sesuatu yang penting, mulai dari tujuan,
tahapan-tahapan yang dilakukan, implementasi
yang dijalankan dan mampu mewujudkan tujuan
kebijakan atau tidak (Sarah, 2010 dan Purwanto,
2012). Penyampaian informasi berupa program
kerja dan kebijakan pasangan calon kepada
konstituen menggunakan media pidato kampanye
secara langsung, atau tidak langsung. Untuk itu
analisis mendalam dan lebih komprehensif sangat
dibutuhkan untuk memahami perilaku pemilih.
Kondisi pemilih adalah dimensi yang sangat
kompleks. Begitu banyaknya karakteristik pemi-
lihnya akan menjadi terbatas jika hanya di-
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dasarkan pada pendukung atau massa mengam-
bang. Para pendukung maupun non-pendukung
sebenamya sama-sama memiliki karakteristik se-
bagai pemilih yang rasional dan non-rasional.

Firmanzah (2010) mengkaji tipologi pe-
milih dalam pilkada pemilih akan cenderung
secara objektif memilih partai politik atau kon-
testan calon yang memiliki kepekaan terhadap
masalah dan kejelasan program. Partai politik
pengusung calon kepala daerah yang arah ke-
bijakannya tidak jelas akan cenderung tidak di-
pilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan
ikatan ideologi suatu partai atau seorang calon
(kontestan), akan lebih menekankan aspek-
aspek subjektivitas yang mempengaruhi pemilih.

Menurut perspektif di atas, dapat meng-
analisis karakter suatu masyarakat melalui perilaku
individunya, karena perilaku individu merupakan
cerminan dari masyarakat secara luas. Sementara
perilaku individu dianggap memiliki derajat ke-
bebasan yang cukup tinggi untuk berbeda dari
lingkungannya. Karena setiap individu memiliki
sistem nilai, kemampuan, cara berpikir, dan pe-
rilaku yang berbeda satu dengan yang lain. Ling-
kungan bukan menentukan perilaku individu,
melainkan memengaruhinya. Keputusan akhir
dari perilaku yang akan diambil ditentukan sendiri
oleh setiap individu.

Zamroni (2007) menyebutkan tipologi
adalah karakter yang unik dan spesifik yang
melekat pada orang-orang tertentu yang mem-
bedakannya dengan orang lain dan pemilih ada-
lah warga negara yang menyelurkan hak pilihnya
dalam pemilihan umum. Jadi tipologi pemilih, yaitu
perilaku politik masyarakat yang berkaitan de-
ngan pemilihan kepala daerah berusaha merebut
hati rakyat dalam khazanah intelektual yang rasio-
nal dan non rasional. Masyarakat sebagai pemilih
dalam pilkada, tentu tidak terlepas dari identitas
pemilih yang di mulai dari kondisi sosial budaya
pemilih. Pemilih yang rasional dapat dipengaruhi
oleh programkerja calon kepala daerah yang mampu
menawarkan kepada masyarakat untuk meng-
angkat kesejahteraan rakyat berbagai kawasan.
Pemilih yang non-rasional sebaliknya bukan
memperhatikan program kerja, tetapi lebih mem-
perhatikan siapa yang besar memberikan ban-
tuan ketika kampa-nye tertutup maupun hingga
sampai kampanye terbuka kepada pemilih.

Tipologi selanjutnya adalah nilai tradisional
pemilih (Chapman, 1983). Nilai tradisional di-
maksudkan setiap pemilih memiliki warisan dan
memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu
sama lain. Hal ini tentu sangat mempengaruhi
proses dalam diri masing-masing individu ketika
menentukan pilihannya. Tingkat pendidikan dan
ekonomi mempengaruhi pemilih dalam membuat
keputusan. Individu yang tidak memiliki tingkat
pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan
aspek non rasional dalam pengambilan kepu-
tusan. Faktor-faktor emosional, rumor isu, ste-
reotype, dan pendapat umum merupakan hal penting
dalam proses pengambilan keputusan politik mereka.

Sementara itu, pemili yang memiliki level
pendidikan relatif lebih tinggi akan cenderung
lebih berhati-hati dalam proses pengambilan
keputusan. Kebenaran informasi yang diperoleh
tidak begitu saja diterima. Mereka akan men-
coba memverifikasi apakah informasi berasal dari
sumber-sumber yang terpercaya atau tidak, se-
belum mereka menganalisisnya. Lokasi geografis
juga mempengaruhi cara setiap individu dalam
menganalisis sesuatu. Mereka yang hidup di
daerah perkotaan relatif sudah terbiasa dengan
mengkonsumsi informasi beragam dan kontra-
diktif dibanding dengan individu yang hidup di
pedesaan. Berdasarkan teori dan kondisi terse-
but, maka tedapat empat tipologi pemilih yaitu
pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional
dan pemilih skeptis. Oleh karena itu, dukungan
partai politik dalam pilkada sangat mempengaruhi
daripada pemilih dalam pengambilan keputusan
dalam memilih.

Hubungan pemilih dengan program kerja
berpengaruh kepada keputusan konstituen dalam
menentukan pilihan mereka. Model hubungan
tipologi pemilih dengan program kerja tentu
tertuang dalam mengkaji kebijakan publik yang
sangat besar manfaatnya. Winarno (2007) me-
nyatakan hubungan program kerja dengan tipo-
logi pemilih sangat diwarnai oleh model yang
ditawarkan calon yang mampu meyakinkan para
pemilih. Pasangan calon yang mampu mengko-
munikasikan program kerja sesuai dengan tipo-
logi pemilih di Kalimantan Barat, akan mendapat
dukungan yang banyak dari pemilih. Lalu dapat
diterapkan menurut cara yang memungkinkan
pengujian empiris dalam pilkada.
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Sehubungan dengan pemaparan di atas,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program
kerja kepala daerah dan tipologi pemilih serta
hubungan antara program kerja calon kepala
daerah dan tipologi pemilih dalam pilkada di
Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji
program kertja, tipologi pemilih dan hubungan
antara program kerja kepala daerah dengan
tipologi pemilih dalam pilkada di Kalimantan
Barat. Metode penelitian menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif (descriptive
cualitative research), yang biasa disebut juga
penelitian taksonomik (taxonomic research).
Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah
dept interview dan non participant observation.
Informan yang menjadi subjek penelitian adalah
empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur
yang berarti ada 8 orang, tim sukses 8 orang,
partai politik pengusung sebanyak 16 orang
pengurus partai politik maupun pemilih sebanyak
36 orang wawancara selain wawancara juga
digunakan penyebaran angket kepada 350 orang
pemilih pada 14 kabupaten/kota yang ditentukan
secara acak di Kalimantan Barat. Data diinter-
pretasikan dengan metode interaktif dimulai dari
reduksi data, display data, verfikasi data dan pe-
narikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis
dengan berbentuk deskriptif naratif dengan
memperhatikan /ife story dari informan yang
menjadi subjek penelitian.

HASIL

Untuk mencapai sasaran pembangunan
sesuai visi yang dituju diperlukan strategi kebijakan
publik. Secara garis besar strategi program kerja
dalam kebijakan publik adalah berupaya menga-
tasi permasalahan internal maupun eksternal
dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya
yang tersedia dengan memanfaatkan peluang
yang ada serta berusaha mengatasi tantangan
dengan menanggulangi permasalahan yang di-
hadapi dalam pembangunan daerah di Kaliman-
tan Barat. Pokok-pokok strategi kebijakan
publik di Kalimantan Barat oleh para pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur yang di-
tawarkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Strategi K ebijakan Pembangunan Wilayah.
Sesuai dengan keragaman kondisi geo-
grafis, demografis, permasalahan dan potensi
daerah, maka rentang kendali strategi kebijakan
pembangunan wilayah akan dibagi menjadi lima
rentang kendali pembangunan atau wilayah pem-
bangunan, yaitu perkotaan, pedalaman, perbata-
san, pesisir dan kepulauan.
Kedua, Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD.
Strategi kebijakan pengalokasian APBD
yang akan ditempuh adalah pengalokasian ang-
garan yang berpihak kepada rakyat. Imple-
mentasinya; kebijakan anggaran untuk publik
harus lebih besar daripada anggaran untuk apa-
ratur, kebijakan anggaran harus memprioritaskan
pada program yang mendorong peningkatan
pelayanan publik, peningkatan derajat kese-
hatan, peningkatan SDM dan menumbuhkan
ekonomi kerakyatan.
Ketiga, Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Strategi kibijakan pembangunan bidang
kesehatan difokuskan pada peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dan kualitas hidup mas-
yarakat melalui penyediaan sarana kesehatan,
pendidikan, dan sosial yang merata, terjangkau
dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.
Keempat, Strategi Kebijakan Pengelolaan
Pemerintahan
Strategi kebijakan dalam mengelola pe-
merintahan melalui; (a) Pendekatan kerakyatan
dengan membangun sistem pelayanan publik yang
mudabh, cepat, efektif, efisien dan terintegrasi
serta tertib administrasi sesuai dengan aturan
yang berlaku, agar terwujud pengelolaan peme-
rintahan yang bersih, professional dan responsif
dalam rangka mempercepat pembangunan dae-
rah; (b) Menciptakan kelembagaan yang efisien
dan efektif melalui pembangunan sistem mana-
jemen pemerintahan tertib dan transparan; dan
(c) Mendorong pemekaran wilayah bagi daerah
yang memenuhi persyaratan undang-undang
untuk memperpendek rentang kendali pemerin-
tahan dan pembangunan.
Kelima, Strategi Kebijakan Pengembangan SDM
Strategi kebijakan fokus untuk meningkat-
kan kemampuan, keterampilan dan profesio-
nalisme sumber daya manusia yang telah bekerja
maupun angkatan kerja yang akan memasuki
lapangan pekerjaan terutama dalam penguasaan
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ilmu pengetahuan praktis dan teknologi tepat guna
melalui penyuluhan, pelatihan, praktek kerja/magang
dan pendidikan formal melalui pengalokasian ang-
garan pendidikan dalam APBN sebesar 20 %.
Keenam, Strategi Kebijakan Pengelolaan
Sumberdaya Alam

Strategi pengelolaan Sumberdaya Alam
melalui pendekatan pengelolaan yang berkelan-
Jjutan yang menyangkut aspek dimensi ekonomi,
sosial dan ekologi. Pendekatan kebijakan yang
dilakukan pengelolaan sumberdaya alam yang
secara ekonomi layak atau menguntungkan,
secara ekologi tidak menyebabkan kerusakan
lingkungan (degradasi sumberdaya), dan secara
sosial berkeadilan.
Ketujuh, Strategi Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Strategi kebijakan pengembangan ekonomi
masyarakat melalui pendekatan; (a) Kebijakan
pengembangan sistem produktivitas sumber daya
lokal secara professional, khususnya pertanian
yang mengarah kepada agribisnis; agroindustri,
dan agrowisata, serta sumber daya lainnya secara
efisien dan efektif dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat; (c) Menciptakan
iklim yang kondusif bagi pengembangan dan
penanaman investasi dan dunia usaha; (d) Me-
ngembangkan jaringan kerjasama dengan ber-
bagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun
masyarakat untuk mendorong investasi dan me-
ngembangkan dunia usaha.
Kedelapan, Strategi Kebijakan Pembangunan
Infrastruktur Dasar

Strategi kebijakan pembangunan infra-
struktur dasar dilakukan dengan fokus; (a) Pada
daerah-daerah sentra produksi dalam upaya
untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat
terhadap akses pasar; (b) Membangun infra-
struktur yang fokus untuk mendukung sistem in-
vestasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap
program pembangunan daerah.
Kesembilan, Strategi Kebijakan Peningkatan
Pelayanan Publik

Strategi kebijakan dilakukan dengan me-
ningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
secara tepat, adil, dan transparan yang dida-
sarkan kepada prinsip kemitraan antara peme-
rintah, swasta dan masyarakat.

Kesepuluh, Strategi Kebijakan Pembangunan
Aparatur Pemerintah Daerah

Strategi kebijakan pembangunan aparatur
dilakukan dengan; (a) Memberikan penghargaan
kepada aparatur yang berprestasi dan memiliki
kinerja yang baik; (b) Menempatkan aparatur
pada bidang-bidang pekerjaan sesuai dengan
kapasitas dan kapabilitas dengan menghilangkan
like and dislike. Oleh karenanya reformasi bi-
rokrasi dengan menempatkan aparatur sesuai
dengan kapasitas guna mewujudkan jenjang
karir pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku
menjadi kebijakan yang mutlak harus diambil
terlebih dahulu.
Kesebelas, Strategi Kebijakan Pembangunan Investasi

Strategi kebijakan pembangunan investasi
dilakukan dengan; (a) Mendorong peningkatan
masuknya arus investasi khususnya investasi yang
mengarah kepada upaya kegiatan di bidang pe-
ngembangan industri pengelolaan yang ber-
basiskan pertanian melalui langkah-langkah
menghilangkan berbagai hambatan dan rang-
sangan yang dapat menumbuhkan kegairahan
berinvestasi; (b) Menciptakan iklim yang kon-
dusifbagi pengembangan dan penanaman inves-
tasi dan dunia usaha untuk mendukung pengem-
bangan ekonomi daerah; (c) Mengembangkan
jaringan kerjasama dengan pemerintah, swasta,
maupun masyarakat.
Keduabelas, Strategi Kebijakan Pembangunan
Wilayah Perbatasan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah
perbatasan dilakukan melalui; (a) Pendekatan
kesejahteraan dengan fokus meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat serta me-
ningkatkan kapasitas pengelolaan potensi dae-
rah; (b) Pendekatan keamanan dengan meman-
tapkan ketertiban dan keamanan di wilayah
perbatasan; (c) Mendorong terlaksananya Ke-
putusan Presiden tentang Wilayah Perbatasan.

Dalam menentukan keputusan konstituen,
maka dari dua belas program kerja calon guber-
nur hasil penelitian didapati adalah tipologi pemilih
yang pertama, yaitu pemilih rasional memiliki ciri
khas yaitu adanya ikatan ideologi kepada suatu
partai politik yang mengusung pasangan calon
dengan memperhatikan program kerja yang
dipasarkan. Para pemilih rasional melakukan
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penilaian yang valid terhadap visi, misi, dan prog-
ram kerja kandidat (Ridwan, 2004). Kelompok
masyarakat rasional ini didapati lebih besar di
masyarakat perkotaan. Dengan latar pendidikan
yang tinggi mempengaruhi keputusan akhir secara
rasional untuk memilih calon pasangan gubernur
danwakil gubernur lebih mengedepankan program
kerja yang pro rakyat. Kelompok pemilih rasio-
nal dapat pula menjadi bagian yang apabila tidak
percaya dengan pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur dapat mengisi kelompok golput
yang tidak mau memilih salah satu calon, walau-
pun program kerja lebih mereka perhatikan untuk
menentukan pilihan dalam bilik kecil.

Hasil penelitian pemilihan kepala daerah
Kabupaten Mimika (Papua) oleh Hartopo (2010)
menunjukkan bahwa kemenangan pasangan
calon kepala daerah dipengaruhi oleh visi dan
misinya yang disampaikan pada masa kam-
panye. Apabila nantinya mereka terpilih dan tidak
dapat melaksanakan program visi dan misinya
maka mereka sanggup mengundurkan diri. Jadi
program kerja pasangan kepala daerah dalam
masa kampanye menjadi tolak ukur kebijakan
kepala daerah setelah mereka terpilih menjadi
kepala daerah.

Tipologi kedua adalah pemilih kritis me-
reka akan selalu menganalisis kaitan antara prog-
ram kerja yang ditawarkan oleh calon pasangan
melalui tim sukses maupun partai politik (ideo-
logi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga yang
akan terjadi ketika terdapat perbedaan antara
nilai ideologi dengan platform partai politik dalam
menawarkan program kerja, seperti sikap mas-
yarakat yang tidak mudah tergoyahkan. Mereka
lebih memilih program kerja yang baik dan
langsung membawa perubahan dalam pemba-
ngunan yang pro rakyat di Kalimantan Barat.

Ketiga tipologi pemilih tradisional memiliki
orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak
terlalu melihat program kerja dari calon yang
diusung partai politik sebagai sesuatu yang
penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih
tradisional sangat mengutamakan kedekatan
sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama
sebagai ukuran untuk memilih calon dan wakil
gubernur. Faktor figur yang sangat penting bagi
kelompok ini, demikian pula faktor satu agama
dan faktor satu suku juga menjadi ciri daripada

pemilih tradisional yang sangat rentan dan tidak
memandang penting program kerja yang dita-
warkan para pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur. Kebijakan semisal ekonomi, kesejah-
teraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan,
dan pengurangan angka inflasi dianggap sebagai
parameter kedua.

Dalam penelitian Hamid (2011) tentang
pemilihan kepala daerah di Provinis Banten, ciri
tipologi pemilih tradisional inilah yang meme-
nangkan calon kepada daerah, dimana dalam
kampanyenya pesan-pesan yang diangkat melalui
berbagai media lebih menonjolkan figur/pribadi
calon kepala daerah daripada visi dan misi pe-
merintah. Sedangkan temuan penelitian ini
ternyata calon kepala daerah yang menang adalah
dipilih oleh tipologi pemilih rasional yang lebih
tertarik pada program kerja daripada faktor figur,
suku, dan agama.

Tipologi keempat pemilih skeptis, yaitu
terdapat banyak pemilih skeptis yang masa bodoh
dan ragu-ragu dalam menentukan pilihannya,
serta keengganan pemilih untuk memberikan
suaranya, sehingga terjadi tingginya angka golput.
Tingginya angka golput merupakan salah satu
indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat pada
institusi-institusi politik, khusus beberapa calon
yang menawarkan program kerjanya dalam
kampanye.

Aktivitas penyampaian program kerja
dengan tipologi pemilih dalam pilkada di Kali-
mantan Barat dalam pemilihan gubernur dan
wakil gubernur teryata terdapat hubungan yang
sangat signifikan terpilihnya salah satu pasangan
calon. Program kerja sangat menentukan bagi
terpilihnya salah satu calon pasangan gubernur
dan wakil gubernur di Kalimantan Barat. Jika
dihubungkan dengan tipologi pemilih maka
tipologi pemilih rasional dan tipologi pemilih kritis,
hampir bertempat tingkal di perkotaan, pesisir
sepanjang kawasan Kalimantan Barat. Ke-
lompok tipologi pemilih tradisional berada di
pedalaman sebagian pesisir dan sebagian di
perkotaan dan kelompok ini tidaklah mayoritas.
Kelompok ini dalam penentuan pilihan calon
gubernur dan wakil gubernur lebih didasarkan
pada pertimbangan faktor suku, agama, dan
primordialisme. Tipologi pemilih skiptis termasuk
angka golput tertinggi bertempat tinggal di
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perkotaan, sebagian di pesisir pedalaman. Ke-
lompok ini dapat ditemukan di Kabupaten
Sintang tepatnya di Kecamatan Tebelian dimana
dua TPS masyarakatnya dan petugas TPS tidak
mau datang untuk memilih salah satu calon
pasangan gubernur dan wakilnya dengan alasan
tidak ada yang kenal dengan calon-calon pasa-
ngan. Hasil penelitian melalui penyebaran angket
kepada responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil angket pada empat pasang calon
gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Barat
(Tabel 1), pemilih tertarik pada program kerja
dari empat belas kabupaten dan kota adalah 113
responden atau 32,29% didominasi oleh tipologi
pemilih rasional dan tipologi pemilih kritis di-
menangkan oleh pasanagan urut pertama Cor-
nelis-Cristiandy Sanjaya. Sedangkan pasangan
urut kedua Armyn Ali Anyang-Fathan A.Rasyid
yaitu 68 responden atau 19,43% dan pasangan

urutan ketiga Morkes-Burhan A.Rasyid dan
keempat Abang Tambul-Barnabas Simin masing-
masing 97 responden atau 27,71% dan 72 res-
ponden atau 20,57% lebih didominasi tipologi
pemilih tradisional.

PEMBAHASAN

Analisis mendalam dan lebih komprehensif
berpengaruh kepada pencitraan pemilih kepada
calon gubernur dan wakil gubernur dalam
menyampaikan program kerja setiap kampanye
sangat dibutuhkan untuk memahami keputusan
pemilih. Untuk dapat menentukan tinggi-rendah-
nya ketertarikan masyarakat sebagai pemilih
terhadap program kerja yang disampaikan be-
berapa pasang calon gubernur dan wakil guber-
nur tergantung tipologi pemilih.

Pemilih rasional yang memiliki ciri khas
mementingkan isu program kerja yang disampai-
kan calon gubernur dan wakil gubernur di Kali-

Tabel 1. Pendapat Responden Pemilih tentang Program Kerja
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada

Kalimantan Barat

Nama Pasangan Calon Gubenur dan

No  Nama Kabupaten

Wakil Gubernur Dipilih Sesuai

/Kota Program Kerja
C.C. AF. M.B. A.B.
% % % %
1  Kota Pontianak 4 12 6 3
2 Kab. Pontianak 7 6 8 4
3 Kab. Kubu Raya 7 6 7 5
4  Kota Singkawang 6 8 7 4
5  Kab. Bengkayang 11 4 5 5
6  Kab. Sambas 4 5 12 4
7  Kab. Landak 13 2 5 5
8  Kab. Sanggau 11 4 6 4
9  Kab. Sekadau 11 4 4 6
10  Kab. Sintang 12 3 5 5
11 Kab. Melawi 8 5 6 6
12 Kab. Kapuas Hulu 6 3 5 11
13 Kab. Ketapang 9 3 8 5
14 Kab. Kay. Utara 4 3 13 5
Jumlah 113 68 97 72
32,29% 19,43% 27,71% 20,57%

Sumber: Angket Empat Belas Kota/Kabupaten di Kalbar
Catatan: C.C. = Cornelis, Cristiandy Sanjaya, M.B.= Morkes, Burhan A.
Rasyid, AF. = Armyn Ali Anyang, Fathan A.Rasyid, A.B.= Abang Tambul,

Barnabas Simin
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mantan Barat pada 20 September 2012. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 57,63% rakyat
memilih berdasarkan program kerja, dibanding
ikatan ideologi kepada suatu partai politik.
Faktor seperti paham, asal-usul atau suku, nilai
tradisional, budaya, agama dalam kelompok
pemilih tradisional hanya 24, 56%,. Pemilih ra-
sional dalam hal ini ingin melepaskan hal-hal yang
bersifat dogmatis, ‘tradisional,” dan ikatan lokasi
dalam kehidupan politiknya. Analisis kognitif
dengan pertimbangan logis sangat dominan da-
lam proses pengambilan keputusan. Hal yang
terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang
bisa (dan yang telah) dilakukan oleh calon dalam
membawa isu-isu program kerja yang berhu-
bungan erat dengan faktor pendukung keme-
nangan salah satu calon. Mereka harus menge-
depankan solusi logis layanan publik dengan isu
masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan,
sosial budaya, pemerataan pendapatan, dis-
integrasi masyarakat.

Bagi pemilih tradisional mereka tidak lagi
memperhatikan program kerja, akan tetapi
tradisional pemilih (Chapman, 1983). Nilai tra-
disional pemilih berpendapat bahwa “setiap
pemilih memiliki warisan dan memiliki kemam-
puan yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini
tentu sangat mempengaruhi proses dalam diri
masing-masing individu ketika menentukan
pilihannya. Tingkat pendidikan dan ekonomi ten-
tu mempengaruhi pemilih dalam membuat ke-
putusan.” Individu yang tidak memiliki tingkat
pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan
aspek non rasional dalam pengambilan keputu-
san. Faktor-faktor emosional, rumor isu, stereo-
type, dan pendapat umum merupakan hal penting
dalam proses pengambilan keputusan politik mereka.

Sementara itu, pemilih yang memiliki level
pendidikan relatif lebih tinggi akan cenderung
lebih berhati-hati dalam proses pengambilan ke-
putusan. Kebenaran informasi yang diperoleh
tidak begitu saja diterima. Mereka akan menco-
ba memverifikasi apakah informasi berasal dari
sumber-sumber yang terpercaya atau tidak, se-
belum mereka menganalisisnya. Lokasi geografis
juga mempengaruhi cara setiap individu dalam
menganalisis sesuatu. Mereka yang hidup di
daerah perkotaan relatif sudah terbiasa dengan
mengkonsumsi informasi beragam dan kontra-

diktif dibanding dengan individu yang hidup di
pedesaan. Berbekal dari kondisi tersebutlah akan
melahirkan pemilih, pemilih rasional, pemilih
kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis.
Oleh karena itu, program kerja yang disampai-
kan calon gubernur dan wakil gubernur disertai
dukungan tim sukses dan partai politik pada pil-
kada sangat mempengaruhi daripada pemilih
dalam pengambilan keputusan untuk memilih
salah satu pasangan calon.

Dukungan isu-isu program kerja serta
partai partai politik menurut Firmanzah (2008)
adalah faktor penting bagi sukses dalam pilkada
yang mengusung calon kepala daerah. Artibut
ideologi, dan kualitas para politikusnya akan
sangat memengaruhi penilaian masyarakat atas
program kerja dan partai politik pendukungnya.
Seringkali masyarakat mencampuradukkan
kualitas figur si politikus dengan program kerja
maupun partai politik yang menjadi kendaraan-
nya. Hal yang paling mudah dinilai oleh masya-
rakatmemang tergantung pada setiap aktivitas
dan perilaku yang diperbuat para kualitas po-
litikusnya. Kualitas orasi, program kerja, kepe-
dulian, sikap yang ditunjukkan oleh politikus
seringkali menjadi barometer untuk mengukur
kualitas program kerja dan partai politik. Semen-
tara itu program kerja serta integrasi, adaptasi dan
campuran akan mewujudkan pembangunan politik
masyarakat.” Integrasi menyatukan pola dukungan
antara program kerja disertai partai politik pen-
dukung dalam pilkada, sedangkan adaptasi ada-
lah makna daripada kemampuan dukungan partai
politik kepada calon gubernur dan wakil gubernur
yang mampu mempengaruhi perilaku pemilih.

Dalam kontek tersebut di atas, bahwa ke-
majuan atau pencapaian tujuan suatu kebijakan
dalam program kerja akan membantu dalam
mengenali kemajuan dalam pencapaian tujuan
suatu kebijakan. Kebijakan publik didukung
program kerja partai politik membutuhkan waktu
yang tidak panjang dan merupakan hasil dari
akumulasi informasi ketika kampanye serta ki-
nerja dalam jangka waktu yang lama. Faktor se-
orang pemimpin dari partai politik juga mempe-
ngaruhi pemilih. Seorang leader bisa memberikan
gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas
partainya maupun program kerja yang tampil
dalam pilkada. Hal ini menjadi sangat penting
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bagi pemilih, ketika mereka dihadapkan kepada
pilihan serta situasi penting calon gubernur dan
wakil gubernur dengan partai politik mana dalam
pengambilan keputusan pemilih. Tipologi di atas
sangat penting dalam mempengaruhi pemilih
terhadap suatu program kerja ketika disampai-
kan dalam kampanye oleh tim partai politik dan
calon dalam pilkada. Cara memengaruhinya akan
sangat tergantung pada kadar masing-masing faktor.
Ketika media massa sangat berperan dalam
pembentukan opini publik dalam suatu masya-
rakat, faktor ini sangat memengaruhi cara ber-
sikap dan bertindak masyarakat. Sedangkan
ketika faktor keluarga yang lebih kuat dan masing-
masing individu hidup di dalamnya, pendidikan
dalam keluarga sangat menentukan pilihan-
pilihan politik.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pe-
nyampaian program kerja gubernur dan wakil
gubernur sangat berpengaruh bagi menentukan
keberhasilan calon mempengaruhi pilihan rakyat
dalam menentukan coblosan ketika di bilik kecil
pada tanggal 20 September 2012. Oleh karena
itu peran tim sukses bagi pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur sangat penting untuk mem-
pengaruhi hati rakyat memilih secara rasional atas
pilihannya. Pengaruh program kerja yang pro
rakyat dengan menerapkan bagi kepentingannya,
serta menerapkan budaya keterbukaan dalam
praktek pelaksanaannya. Sebab rakyat akan se-
lalu mengamati dan memantau sejuahmana prak-
tek pelaksanaan program kerja kedepan bagi
lima tahun untuk melaksanakan kegiatannya se-
suai dengan visi dan misi dari keempat calon gu-
bernur dan wakil gubernur tersebut.

Kelompok pemilih rasional adalah kelom-
pok yang mengutamakan partai politik yang lebih
dewasa dan mapan dalam menawarkan program
kerja mereka. Sehingga para kelompok rasional
ini kelompok yang terdidik, artinya mereka da-
pat memberikan penilaian secara langsung serta
mengevaluasi sebelum masa pilkada. Kelompok
ini lebih melihat realita partai politik, program
kerja dan figur yang lebih mementingkan kepen-
tingan rakyat tanpa melihat suku, agama maupun
tradisi budaya masyarakatnya. Sesungguhnya
masyarakat menginginkan figur kepala daerah
yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat
untuk membangun daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (Agus, 2010). Ke-
lompok masyarakat melalui pemilih rasional lebih
menguji kemampuan program kerja calon, ke-
mampuan calon untuk memperbaiki kondisi so-
sial ekonomi masyarakat di perkotaan, pesisir,
pedalaman dan perbatasan. Oleh karena itu tim
sukses bagi mereka adalah orang-orang yang
mampu meyakinkan mereka sebagai pemilih yang
terpelajar dan terdidik. Demikian pula mereka
akan menilai partai politik apa yang mengusung
mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Kemapanan partai politik serta perilaku para
pengurusnya hingga mereka terpilih sebagai wakil
rakyat di legislatif selalu menjadi sorotan mereka
pula. Tidak mengherankan apabila ada pengurus
dan kawan partai politik dan legislatif keliru dalam
mengambil keputusan. Maka konsekuensinya
mereka tidak akan terpilih kembali sebagai calon
wakil rakyat, maupun menjadi kepemimpinan
masa depan yang selalu mereka harapkan.

Masyarakat di empat belas kota dan kabu-
paten di Kalimantan Barat lebih dominan menga-
rah kepada pemilih rasional, mereka mengkaji
jauh lagi daripada perkiraan partai politik, para
calon, maupun di mana mereka di tuntut mampu
mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh
masyarakat kota. Mereka ingin melakukan pe-
ngawasan dan pengontrolan terhadap program
kerja yang telah terlaksana maupun mana belum
terlaksana.

Pemilih kritis ini telah dikelompokkan ke-
pada pemilih yang aktual, menilai program kerja
yang telah dilakukan oleh partai politik, calon
yang telah menduduki jabatan yang sama maupun
calon yang dianggap mampu melakukan program
kerja yang ril dan calon-calon yang mampu me-
ngatasi permasalahan yang dihadapi oleh kawasan
di berbagai daerah. Mereka lebih melihat ke-
bijakan dalam mengatasi infrastruktur fasilitas
jalan hingga kawasan-kawasan yang mampu
mensejahterakan rakyat. Dari hasil wawancara
dan angket yang disebar di empat belas kota
dan kabupaten, pemilih yang kritis lebih tertarik
kepada hal-hal yang baru sifatnya. Artinya para
calon itu adalah orang-orang yang dianggap
mampu melakukan tugas-tugas sebagai pemim-
pin harapan mereka. Para pemilih di Kota Pon-
tianak ini ingin calon gubernur dan wakil gubernur
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adalah yang mampun membuat komitmen yang
nyata bagi kemajuan daerah, baik pembangunan
fisik maupun pembangunan non fisik.

Program kerja menjadi sorotan yang paling
tinggi adalah yang menawarkan program kerja
jangka pendek, jangka menengah maupun jang-
ka panjang, sejauhmana para calon gubernur
dan wakil gubernur ini dapat melakukan program
kerja mereka lebih nyata bagi perubahan. Peru-
bahan yang mereka maksud adalah mengutama-
kan program pendidikan, program kesehatan,
program kesejahteraan rakyat, penyiapan lapa-
ngan kerja yang berpihak kepada rakyat. Mau-
pun juga mengundang para investor yang lebih
banyak berpihak kepada rakyat kecil, agar tidak
terjadi ketimpangan dalam hal kesejahteraan

Tipologi pemilih tradisonal masih sangat
kental dengan budaya yang tinggi, dimana faham
masyarakat masih didominasi oleh ideology
tanpa melihat program kerja maupun kebijakan
partai politik. Hasil wawancara dan angket yang
disebar di empat belas kota dan kabupaten, masih
sangat tinggi dipengaruhi oleh faktor agama dan
suku serta kebudayaan calon gubernur dan wakil
gubernur. Pemilih tradisional di empat belas kota
dan kabupaten ini masih didapati juga, ketika
mengambil keputusan memilih satu calon lebih
mendapat arahan dari para sesepuh, tokoh mas-
yarakat, tokoh agama yang berpengaruh yang
mampu merubah perilaku mereka di bilik kecil.

Pemilih tradisional yang terdapat di empat
belas kota dan kabupaten di Kalimantan Barat
adalah merupakan bagian yang penting bagi ara-
han tingkat kedekatan dengan figur, kedekatan
sosial budaya, nilai yang boleh membawa keun-
tungan yang mengandung nilai material. Demikian
pula yang lebih tampak adalah asal usul daripada
calon yang mau didukung, kefahaman kepada
agama yang dianut oleh masyarakat dan calon,
begitu pula orang-orang yang duduk di partai
politik bukan melihat kepada program kerja,
akan lebih melihat suku dan agama orang yang
duduk di partai politik. Hal yang demikian inilah
menjadi ciri-ciri daripada pemilih yang tradisional
mengutamakan faham primordialisme begitu
dalam dan tinggi. Kelompok masyarakat yang
masih kental dengan faham primordial masih
didapati di kawasan pinggiran empat belas Kota
dan kabupaten di Kalimantan Barat.

Tipologi pemilih skeptis adalah kelompok
yang pemahaman ideologis mereka sangat ren-
dah. Mereka yang terdapat di empat belas Kota
dan kabupaten dikelompokkan kepada pemilih
yang mudah tidak percaya, tidak puas dengan
apayang telah dibuat oleh calon dan partai politik
yang mengusung mereka. Pada kelompok pemi-
lih skeptis lebih didominasi oleh kelompok kelas
tinggi juga, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan
pengaruh di masyarakat. Kelompok ini selalu ap-
riori terhadap partai politik, kelompok legislatif,
fihak pemerintah maupun juga kepada calon
gubernur dan wakil gubernur yang sedang me-
ngikuti pilkada saat ini. Tipologi pemilih skeptic
ini di empat belas kota dan kabupaten tidak
memberikan suaranya lebih dari 30% atau de-
ngan kata lain tidak melakukan tugas mereka
sebagai warga negara yang baik. Dari pengama-
tan langsung mereka juga datang ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS) mereka ada yang me-
milih tapi suaranya rusak, dan tidak mencoblos
surat suara. Kondisi seperti ini, maka pemilih
skeptis di empat belas kota dan kabupaten da-
patdigolongkan kepada Golongan Putih (Gol-
put), alias kelompok yang sangat selalu tidak
puas dengan apa yang telah dilakukan oleh pe-
merintah, partai politik, maupun calon sudah
menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur.

SIMPULAN

Program kerja yang disampaikan oleh
calon gubernur dan wakil gubernur dalam kam-
panye pilkada di Kalimantan Barat merupakan
parameter bagi pemilih dalam menetapkan pi-
lihannnya pada salah satu pasangan calon karena
program kerja adalah salah satu bentuk peme-
rintah daerah kedepan setelah calon gubernur
dan wakil gubernur terpilih menjadi kepala dae-
rah. Program kerja calon gubernur dan wakil
gubernur yang berorientasi pada tipologi pemilih
ternyata memperoleh suara terbanyak. Dari em-
pat tipologi pemilih dalam pilkada Kalimantan
Barat, calon gubernur dan wakil gubernur yang
mendapat suara terbanyak program kerja yang
berorientasi pada tipologi pemilih rasional dan
tipologi pemilih kritis. Kedua tipologi ini menilai
program kerja calon gubernur dan wakil guber-
nur yang berorientasi pada pemecahan perma-
salahan yang sedang dihadapi masyarakat
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(policy problem solving) dan menilai kinerja
partai politik pendukung masa lampau. Tipologi
ini tidak begitu mementingkan ikatan ideologi
kepada suatu partai politik atau seorang kontestan.
Faktor asal usul, budaya, agama, suku, dan nilai-
nilai tradisional memang dipetimbangkan juga
tetapi bukan yang signifikan. Analisis kognitif dan
pertimbangan logis sangat dominan dalam pe-
ngambilan keputusan. Hal yang penting bagi pe-
milih adalah mengedepankan solusi logis menge-
nai permasalahan ekonomi, pendidikan, kese-
jahteraan masyarakat, sosial budaya, dan peme-
rataan pendapatan. Walaupun ada sebagiankelompok
ini menganalisis kaitan antara sistem nilai partai
politik (ideology) dengan kebijakan atau program
kerja yang dibuat, namun mereka tetap melaku-
kan kritik internal terhadap kebijakan pertain atau
kontestan dalam kebijakan pemerintah. Pemilih
tipologi ini kebanyakan mereka yang pendidikan
relatif tinggi dan tinggal di daerah perkotaan.
Tipologi tardisonal lebih mengedepankan
orientasi ideologi dari pada program kerja.
Pemilih tardisional mengutamakan kedekatan
sosial budaya, nilai-nilai tradisonal, asal usul, suku
dan agama sebagai ukuran untuk memilih salah
satu pasangan calon kepala daerah. Mereka
tidak memandang penting program kerja yang
ditawarkan oleh calon gubernur dan wakil gu-
bernur. Kebijakan ekonomi, kesejahteraan, pe-
merataan pendapatan dan pendidikan dianggap
sebagai parameter kedua. Sedangkan tipologi
skeptis adalah mereka yang masa bodoh dan
ragu-ragu dalam penentuan pilihannya serta
keenganan memberikan suaranya sehingga
terdapatlah angka golput yang tinggi. Keme-
nangan calon gubernur dan wakil gubernur yang
program kerjanya berorientasi pada tipologi
pemilih tidak terlepas dari dukungan partai politik
pendukung calon. Implikasinya adalah bahwa
program kerja yang dibuat gubernur dalam
rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah setelah mereka menjadi gubernur dan

wakil gubernur defenitif akan dipengaruhi oleh
kebijakan atau program partai politik yang ber-
sangkutan. Sejauh mana pengaruh partai politik
pendukung calon gubernur dan wakil gubernur
dalam formulasi dan implementasi kebijaksanaan
pemerintahan daerah perlu pengkajian lebih lan-
jutkarena pemerintah adalah sebagai lembaga
pelaksana dari apa yang telah digariskan oleh
lembaga politis (legislatif).
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